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ABSTRAK

Demonstrasi merupakan salah satu aktivitas di dalam proses demokrasi yang dilindupgl
secara hukum, baik itu di tingkat nasional, maupun internasional. Meskipun begitu,
pelaksanaan demonstrasi di Indonesia hampir selalu ditanggapi dengan tindakan kekerasan
oleh para aparat kepolisian. Hal ini menarik perhatian organisasi-organisasi sipil masyarakat,
salah satunya adalah Amnesty International. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran
Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap
demonstrasi di Indonesia tahun 2019-2024. Dengan menggunakan metode kualitatif
deskriptif, penelitian ini disusun dengan memanfaatkan konsep transnational advocacy
networks (TAN) dari Keck dan Sikkink yang terbagi ke dalam empat tipologi strategi sebagai
alat analisisnya. Dalam pencrapan tipologi information politics dan symbolic politics,
Amncsty Intcrnational mclakukan pengumpulan dan penycbaran informasi, scrta
memanfaatkan simbol-simbol tertentu dalam penyajian informasi mengenai kckcrasan
aparat kepolisian terhadap demonstrasi melalui berbagai akun sosial media dan website
resmi mereka. Strategi /everage politics diterapkan melalui kerja sama dengan Amnesty
International Australia, Tapol, OMCT, Forum-Asia, dan Franciscans International untuk
turut menyuarakan isu ini. Selain itu, submisi laporan ke Komite HAM PBB juga dilakukan
guna memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Strategi accountability politics
hingga saat ini hanya dapat diterapkan dalam upaya pemantauan dan pelaporan pelanggaran
yang terjadi, namun belum mampu menghasilkan suatu perubahan kebijakan yang menjadi
tujuan dari advokasi.

Kata Kunci: Demonstrasi, Amnesty International, Advokasi, Kekerasan Aparat,
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ABSTRACT

Demonstration is one of the activities in the democratic process that is legally protected,
both at the national and international levels. Ifowever, demonstrations in Indonesia are
almost always met with violence by police officers. This has attracted the attention of civil
society organizations, one of which is Amnesty International. This research aims to examine
Amnesty International's role in advocating against police violence against demonstrations
in Indonesia in 2019-2024. Using a descriptive qualitative method, this research is organized
by utilizing Keck and Sikkink's concept of transnational advocacy networks (TAN) which is
divided into four typologies of strategies as an analytical tool. In applying the typology of
information politics and symbolic politics, Amnesty International collects and disseminates
information, and utilizes certain symbols in presenting information about police violence
against demonstrations through various social media accounts and their official website.
The leverage politics strategy was implemented through collaboration with Amnesty
International Australia, Tapol, OMCT, Forum-Asia, and Franciscans International to raise
the issue. In addition, the submission of a report to the UN Human Rights Committee was
also carried out to put pressure on the Indonesian government. The accountability politics
strategy to date can only be applied in efforts to monitor and report violations that occur,
but has not been able to produce a policy change which is the goal of advocacy.

Keywords: Demonstration, Amnesty International, Advocacy, Officer Violence, Police,
Indonesia, Civil Rights
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Taufika dan Baihaqi dalam buku “Pengantar Ilmu Sosial” menjelaskan bahwa
demonstrasi adalah suatu aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menunjukkan
dukungan atau menyampaikan protes karena ketidakpuasan atau ketidaksepakatan terhadap
suatu hal tertentu yang dilakukan secara kolektif (Triyunanto, 2024). Hak mengenai
demonstrasi juga sudah tercantum di dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28E Ayat 3 yang
menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat (Materi Sosiologi, 2023).

Dalam sejarahnya, hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat
ini sudah ada sejak abad ke-17 dan ke-18 di Amerika Serikat dan Prancis. Pada saat itu, hak
asasi manusia masih bersifat klasik atau dikenal juga dengan sebutan generasi pertama
HAM. Pada masa ini, kebebasan atau hak-hak yang muncul masih mewakili sipil dan politik.
Hal ini disebabkan oleh adanya desakan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan
absolut yang berwenang. Generasi pertama HAM mengatur mengenai hak-hak dasar yang
meliputi hak untuk hidup, keutuhan jasmani, kebebasan pribadi, hak bebas dari penindasan,
penyiksaan, penahanan, dan penangkapan sewenang-wenang, serta kebebasan berekspresi,
beragama, berkeyakinan, berkumpul dan menyatakan pendapat. Selain itu, generasi pertama
HAM juga menjamin perlindungan terhadap hak milik dan akses terhadap peradilan yang
bebas dan adil. (Smith, et al., 2008).

Salah satu fenomena penting yang tercatat dalam sejarah perkembangan hak asasi
manusia di kancah internasional adalah lahirnya Universal Declaration of Human Rights

(UDHR) yang dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di



Paris pada tanggal 10 Desember 1948 yang menjadi standar fundamental pencapaian HAM
bagi seluruh negara di dunia hingga saat ini (United Nations, n.d.).

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia belum menjadi suatu isu yang penting
hingga lahirnya masa reformasi. Namun, bibit-bibit penegakan HAM telah muncul sejak
sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan munculnya pergerakan nasional seperti Budi
Utomo yang memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal
kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat (Admin Budaya, 2023). Pada masa-
masa awal kemerdekaan, para pemimpin negara sempat terlibat dalam suatu perdebatan
panjang mengenai apakah perlu untuk mencantumkan hak warga negara dalam pasal-pasal
undang-undang dasar. Perdebatan ini berakhir dengan putusan bahwa pembahasan mengenai
HAM akan dimasukkan ke dalam UUD secara terbatas dan hanya sekedar konseptual.
Konsep ini bahkan menggunakan istilah “hak warga negara”, bukan “hak asasi manusia”.
Perdebatan mengenai isu HAM ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto.
Namun, isu HAM baru benar-benar mendapatkan perhatian dari negara saat gelombang
reformasi lahir dan presiden kedua tersebut dilengserkan dari jabatannya.

Pemerintahan di era reformasi membawa harapan baru bagi isu HAM di
Indonesia. Presiden pada saat itu, yakni B.J. Habibie membentuk sebuah kabinet yang diberi
nama “Kabinet Reformasi” dan mengabulkan tuntutan reformasi. Perdebatan mengenai
konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia kembali muncul, hingga akhirnya lahirlah
Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang tidak hanya
menerbitkan Piagam Hak Asasi Manusia, namun juga mengeluarkan amanat kepada
presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk turut berkontribusi dalam memajukan
perlindungan hak asasi manusia, termasuk pesan untuk melakukan ratifikasi terhadap

instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia (Smith, et al., 2008).



Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi delapan konvensi tentang HAM

internasional (Kementerian Koordinator Polhukam, 2020). Beberapa konvensi yang telah

diterapkan ini adalah:

1.

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan
Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi melalui UU

No. 11 Tahun 2005.

. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan

Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun

2005.

. International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination

(ICERD) atau Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Rasial yang diratifikasi melalui UU No. 40 Tahun 2008.

. Convention on Rights of Person with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Hak-hak

Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011.

International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families (ICMW/ICMR) atau Konvensi Internasional Tentang Hak-
hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang diratifikasi melalui UU No.

6 Tahun 2012.

. International Convention on The Rights of The Child (ICRC) atau Konvensi Tentang Hak-

hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990.

. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

(CEDAW) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.

. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or

Punishment (UNCAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau



Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998 (Syahida, 2023).

Selain Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan mengenai hak untuk berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, ICCPR juga menyebutkan hal yang sama pada
Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2005, lengkap dengan pernyataan
bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai, serta
menyampaikan informasi dan pemikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas-
batas (wilayah). Peraturan-peraturan inilah yang menjadi jaminan atas dilaksanakannya aksi
demonstrasi atau unjuk rasa sebagai bagian dari pemerintahan yang menjunjung tinggi
demokrasi (United Nations, n.d.).

Terdapat banyak aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan sepanjang 79 tahun sejarah
berdirinya negara Indonesia. Namun, sebagian besar aksi unjuk rasa ini selalu diiringi
dengan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan hingga kekerasan dan bahkan
penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kendati UNCAT sudah diratifikasi pada
tahun 1998, data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
menunjukkan bahwa masih terdapat banyak dan beragam jenis kasus kekerasan terhadap

kebebasan sipil yang dilakukan oleh aparat kepolisian.



Gambar 1.1
Data Kekerasan Isu Kebebasan Sipil di Indonesia Tahun 2015-2019

Trend Kekerasan Isu Kebebasan Sipil Tahun
2015-2019
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Sumber: (Sodik, Mahendra, Wildan, & Satrio, 2024)

Data yang dilansir dari laporan KontraS di atas menunjukkan bahwa dalam kurun
waktu lima tahun pertama dalam masa jabatan Joko Widodo, terdapat kurang lebih 1.248
peristiwa kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan
menyampaikan pendapat di Indonesia, dengan kasus pembubaran paksa yang mendominasi,
diikuti dengan kasus penganiayaan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan

penembakan massa aksi.



Gambar 1.2
Data Kekerasan Isu Kebebasan Sipil di Indonesia Tahun 2020-2024
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Sumber: (Sodik, Mahendra, Wildan, & Satrio, 2024)

Berlanjut ke periode kedua dari masa pemerintahan Joko Widodo, data di atas
menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga September 2024,
terdapat sekitar 830 tindakan kekerasan terhadap kebebasan sipil, dengan kasus pembubaran
paksa yang tetap berada di peringkat pertama, disusul oleh penangkapan sewenang-wenang
yang mengalami kenaikan drastis dari lima tahun sebelumnya, kemudian kasus intimidasi,
penganiayaan, dan penembakan massa aksi.

Banyaknya kasus pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang melibatkan para
aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif ini memberikan dampak terhadap iklim
ketakutan di masyarakat. Rakyat sipil menjadi lebih cemas saat akan melakukan aksi karena
adanya tindakan kekerasan yang berulang dari aparat kepolisian dengan dalih pengamanan
(Yunus, et al., 2024).

Kultur kekerasan dalam tubuh kepolisian Indonesia memiliki akar sejarah yang
panjang dan kompleks. Sejak masa kolonial, kepolisian dibentuk sebagai alat kekuasaan

untuk menjaga ketertiban versi penguasa, bukan untuk melindungi masyarakat secara luas.



Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia akan memasukkan polisi
ke dalam suatu pasukan bersenjata yang pada gilirannya akan dikenal dengan sebutan ABRI
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang diketahui terdiri dari Angkatan Perang yang
beranggotakan para TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Angkatan Kepolisian. R.S.
Soekanto yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
pada saat itu menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme
kepolisian. Ia kemudian mengakhiri kariernya di kepolisian dengan mengundurkan diri dari
jabatannya pada 15 Desember 1959 (Polri, n.d.). Budaya kekerasan ini nyatanya tidak hanya
terjadi di lapangan, tetapi juga ditanamkan sejak pendidikan kepolisian, dengan dalih
penguatan mental dan fisik serta senioritas yang kuat (Tempo, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan aparat
kepolisian terhadap demonstrasi, di antaranya yaitu peraturan nasional yang kurang
memadai, mengakarnya diskriminasi, impunitas, dan situasi tertentu yang mengancam
keamanan seperti konflik atau kerusuhan. Selain itu, pemerintah yang cenderung kurang
menghormati hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak kebebasan berekspresi, juga
berkontribusi dalam tingginya angka kekerasan aparat kepolisian dalam proses pengamanan
demonstrasi (Amnesty International Indonesia, 2021).

Pelarangan kekerasan aparat sudah banyak disebutkan di dalam instrumen
undang-undang (UU), baik itu UU yang ada di tingkat nasional, maupun di tingkat
internasional. Di Indonesia sendiri, terdapat UU No. 5 Tahun 1998 yang merupakan
penerapan dari Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading
Treatment or Punishment (UNCAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 yang merupakan hasil ratifikasi dari International

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak



Sipil dan Politik. Selain itu, terdapat pula Pasal 281 UUD 1945 yang mengatur mengenai hak
untuk hidup dan untuk tidak disiksa serta dilindungi, Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun
1999 yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Setiap polisi juga diwajibkan untuk
menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM seperti yang sudah
tercantum di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun
2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Amnesty
International Indonesia, 2021).

Selain ICCPR dan UNCAT, instrumen hukum di tingkat internasional yang juga
mengatur mengenai permasalahan kekerasan aparat kepolisian ini adalah Prinsip-prinsip
Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum atau Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF) dan
Kode Etik Aparat Penegak Hukum atau Code of Conduct for Law Enforcement Officials
(CCLEO) yang mengatur prinsip yang perlu diikuti oleh aparat penegak hukum dalam
menggunakan kekuatannya. Prinsip-prinsip ini meliputi asas legalitas, keperluan,
proporsionalitas, dan akuntabilitas (Amnesty International Indonesia, 2021).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian terhadap
demonstrasi di Indonesia terkategori sebagai pelanggaran yang berlapis terhadap seluruh
instrumen hukum yang sudah mengatur hal tersebut di atas dan merupakan bentuk
penyerangan terhadap hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berekspresi, berserikat,
dan berkumpul secara damai. Pihak kepolisian yang menjadi aktor dalam pembatasan hak
sipil in1 malah semakin memperparah ekosistem demokrasi di dalam negeri. Institusi
kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung kebebasan sipil warga negara malah berbalik
menjadi pelanggarnya. Instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional yang sudah
diratifikasi harusnya dapat diterapkan dengan baik sehingga aparat kepolisian dapat

melakukan kewajiban mereka sebagai pelindung kebebasan sipil dengan benar. Peristiwa



semacam ini sudah terjadi secara berulang kali dan tidak ada tindakan apa pun dari
pemerintah untuk menghentikan hal tersebut (Yunus, et al., 2024).

Kegagalan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil ini menimbulkan urgensi dari
pihak-pihak lain untuk turut mengupayakan terpenuhinya kebebasan hak-hak sipil. Salah
satu pihak tersebut adalah Amnesty International. Dikutip dari amnesty.org, Amnesty
International merupakan sebuah gerakan berskala global yang memiliki lebih dari 10 juta
anggota yang memiliki komitmen untuk menghadirkan masa depan yang lebih adil dan
bermartabat sehingga hak asasi manusia dapat dinikmati oleh semua orang. Amnesty
International atau yang dapat disingkat dengan Al adalah salah satu organisasi non-
pemerintah internasional (Non-Governmental Organization) yang sudah berdiri sejak
tanggal 28 Mei 1961 di London, Inggris (Tim Redaksi VOI, 2024).

Amnesty International awalnya disuarakan oleh seorang pengacara Inggris yang
Bernama Peter Benenson pada tahun 1961 yang merasa marah dan tidak terima ketika dua
mahasiswa Portugis ditangkap dan dipenjara dengan alasan yang sepele, yakni bersulang
untuk merayakan kebebasan. Benenson kemudian menulis artikel di surat kabar The
Observer. Tulisannya berisikan seruan dan ajakan untuk bersatu melawan dan mengakhiri
ketidakadilan yang terjadi. Pada masa-masa awal pembentukannya, gerakan ini hanya
berfokus pada pembebasan tahanan politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Amnesty
International mengalami banyak perubahan besar dan melakukan adaptasi dengan perubahan
dunia global yang lebih dinamis. Organisasi ini mulai berkembang menjadi lebih luas dengan
merangkul dan memperjuangkan seluruh spektrum hak asasi manusia, seperti isu
pemberdayaan masyarakat, penghapusan hukuman mati, perlindungan terhadap hak-hak
seksual dan reproduksi, penghentian diskriminasi hingga pembelaan hak para pengungsi dan

imigran (Atthoriq, 2023).



Pada tahun 1977, Amnesty International mendapatkan Hadiah Nobel untuk
Perdamaian berkat upaya pergerakannya yang semakin berkembang (Tim Redaksi VOI,
2024). Organisasi ini pada awalnya hanya berbasis di London. Namun, setelah gerakannya
semakin masif, Amnesty International mulai membangun kantor pusat utama di kota-kota
Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Timur, Eropa Tengah, Timur Tengah, dan Amerika Latin.
Kantor-kantor utama ini difungsikan sebagai tempat untuk melakukan kampanye,
komunikasi dan penyelidikan. Amnesty International kemudian juga mendirikan kantor
regional di lebih dari 70 negara untuk memperkuat kinerjanya (Atthoriq, 2023).

Di Indonesia sendiri, Amnesty International pertama kali didirikan pada tahun
2017 dengan peluncuran sembilan agenda HAM yang menjadi fokus dari kampanye
Amnesty International di Indonesia. Sejak berdiri beberapa tahun yang lalu, Amnesty
International Indonesia aktif melakukan kampanye dan memberikan advokasi bersama
dengan mitra dan publik dalam rangka meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.
Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, antara lain yaitu sentimen
yang semakin meningkat terhadap minoritas agama, gender, dan orientasi seksual tertentu,
kriminalisasi terhadap orang-orang yang menyuarakan pendapatnya secara damai, dan
beragam pelanggaran hak lainnya yang dilakukan atas nama perluasan infrastruktur
(Amnesty International Indonesia, n.d.).

Di antara berbagai isu HAM di Indonesia, salah satu yang menjadi fokus dari
Amnesty International adalah mengenai pembatasan hak-hak sipil untuk menyuarakan
pendapat mereka, baik itu pembatasan dalam bentuk kriminalisasi, pelarangan, intimidasi,
pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, hingga tindak kekerasan terhadap
massa aksi. Meskipun Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai
hal ini, namun pada kenyataannya kejadian kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian

terhadap massa aksi unjuk rasa masih terus terjadi hingga saat ini. Isu ini dianggap penting
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dan urgent untuk diangkat karena sudah terjadi berulang kali dan memakan korban yang
juga tidak sedikit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan warga sipil yang tidak termasuk
di dalam massa aksi. Kekerasan terhadap demonstrasi juga merupakan suatu perbuatan yang
mencederai proses demokrasi dan memperburuk kondisi demokrasi di dalam negeri. Belum
lagi, adanya impunitas yang terus dilanggengkan oleh pemerintah dan pengabaian terhadap
kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih berkaitan dengan kekerasan
di dalam proses demonstrasi. Seharusnya, aparat kepolisian melaksanakan fungsi mereka
sebagai penjaga keamanan dengan baik berdasarkan undang-undang dan peraturan yang
berlaku.

Disadur dari Amnesty International, disebutkan bahwasanya para aparat
keamanan wajib untuk menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip
HAM. Dalam hal penggunaan kekuatan, para aparat keamanan wajib memperhatikan asas
legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, aparat keamanan juga
tidak diperkenankan untuk melakukan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak
manusiawi. Kasus-kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi menjadi suatu
indikasi terjadinya pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang yang telah disebutkan di
atas.

Salah satu peristiwa yang menarik perhatian adalah aksi unjuk rasa pada
September 2019 yang lalu, ketika ribuan mahasiswa, serikat buruh, aktivis, dan berbagai
kelompok masyarakat sipil lainnya turun ke jalan untuk memprotes keadaan demokrasi yang
dinilai semakin memprihatinkan, mulai dari adanya pasal-pasal bermasalah di RKUHP yang
berpotensi mengancam HAM, pasal-pasal bermasalah di RUU lainnya, seperti RUU
Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Alam, dan RUU Pemasyarakatan,
hingga abainya pemerintah terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat yang keadaannya lebih

mendesak. Laporan Amnesty International menyebutkan bahwa terdapat penggunaan
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kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian selama proses
demonstrasi berlangsung, seperti pemukulan, pelemparan batu, penembakan gas air mata,
peluru karet, bahkan peluru tajam. Selain itu, laporan dari beberapa media juga menyebutkan
bahwa terdapat lebih dari seribu massa aksi yang ditangkap dan ditahan oleh polisi (Amnesty
International Indonesia, 2022).

Peristiwa lainnya yang juga melibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan
oleh aparat kepolisian adalah aksi demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law yang
terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu. Beberapa tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh aparat kepolisian meliputi pelecehan verbal, pemukulan, penembakan gas air
mata, hingga penangkapan sewenang-wenang, dan bahkan terdapat upaya penculikan
terhadap aktivis mahasiswa (Amnesty International Indonesia, 2022).

Peristiwa terbaru yang terjadi adalah pada saat aksi unjuk rasa yang dilaksanakan
pada tanggal 22 Agustus 2024 yang menuntut untuk merevisi UU Pilkada yang dinilai
menghancurkan demokrasi dan memperluas dinasti Jokowi dan kroninya. Aksi unjuk rasa
besar-besaran ini dilaksanakan di sejumlah kota besar, yakni di kota Palembang, Padang,
Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Cianjur, Malang, Bandung, Makassar, Tasikmalaya,
Purwokerto, dan Surabaya (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2024).
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan bahwasanya terdapat
upaya pengamanan yang dilakukan secara berlebihan oleh aparat kepolisian, mulai dari
tindakan represifitas, intimidasi, hingga kekerasan terhadap massa aksi. Di Semarang, polisi
menembakkan gas air mata dan melakukan pemukulan untuk membubarkan massa aksi
mahasiswa. Polisi juga mengejar mereka menggunakan motor taktis dan kembali
menembakkan gas air mata. Hasilnya, sekitar 18 orang harus dilarikan ke rumah sakit.
Kekerasan terhadap massa aksi ini juga terjadi di daerah-daerah yang lain, seperti di

Bandung, terdapat 31 orang yang mendapatkan kekerasan dari polisi. Sedangkan di Jakarta,
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gas air mata mulai ditembakkan oleh polisi ketika massa aksi berhasil merobohkan pagar
DPR. Banyak demonstran yang dikeroyok dan ditendang secara beramai-ramai oleh para
polisi. Selain itu, terdapat pula massa aksi yang ditangkap dan di-doxing (Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2024).

Situasi darurat ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, baik itu kalangan
akademisi, organisasi-organisasi yang ada di tengah masyarakat, hingga rakyat sipil lainnya.
Beberapa media internasional seperti BBC News, NBC News, AP News, hingga Global
Voices turut menerbitkan berita mengenai peristiwa ini. Masifnya pemberitaan di media
sosial membuat peristiwa ini tidak hanya mendapatkan perhatian dari organisasi-organisasi
lokal, melainkan juga dari organisasi-organisasi internasional, seperti World Organisations
Against Torture (OMCT), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-
ASIA), Franciscans International, dan tentunya Amnesty International (AI) (OMCT et al.,
2024).

Amnesty International sebagai suatu organisasi yang menyuarakan kepentingan
hak asasi manusia, bersama dengan sejumlah organisasi lokal dan internasional lainnya, turut
berkontribusi dalam upaya advokasi dan menyerukan isu kekerasan aparat kepolisian
terhadap massa aksi. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah melakukan sebuah
kampanye yang dilaksanakan melalui surat terbuka pada tahun 2019 yang lalu. Surat terbuka
ini disampaikan kepada mantan presiden Joko Widodo sebagai tanggapan atas terjadinya
kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstrasi setelah pengumuman
hasil pemilu pada tanggal 21-23 Mei 2019. Melalui surat terbuka ini, Amnesty International
menuntut mantan presiden terpilih untuk menjadikan isu kekerasan para aparat kepolisian
tersebut sebagai isu prioritas yang harus segera ditangani dan mendorong untuk segera

mengadakan reformasi kepolisian (Amnesty International Indonesia, 2019).
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Upaya lainnya yang sudah dilakukan antara lain adalah pengumpulan data
kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi menolak Omnibus Law yang terjadi pada tahun
2020 yang lalu. dalam upaya investigasi ini, Amnesty International berkolaborasi bersama
Crisis Evidence Lab dan Digital Verification Corps untuk membuat suatu peta interaktif yang
menggambarkan kekerasan polisi selama aksi demo berlangsung. Selain itu, Amnesty
International juga berhasil memverifikasi 51 video yang dengan jelas memperlihatkan
sebanyak 43 insiden kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian selama periode
aksi yang berada di antara tanggal 6 Oktober hingga 10 November 2020 (Hutasoit, 2020).

Upaya advokasi terbaru yang dilakukan oleh Amnesty International dalam kasus
ini adalah dengan menginisiasi kampanye #ALLOUT yang memuat desakan untuk segera
menindak kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian terhadap demonstrasi
sebagai salah satu tuntutannya. Kampanye ini merupakan bagian dari suatu gerakan yang
bertujuan untuk memberikan respon terhadap situasi HAM di Indonesia yang semakin
mengkhawatirkan. Melalui gerakan ini, Amnesty International mengajak masyarakat
Indonesia untuk bersama-sama mendesak presiden terpilih untuk membuat komitmen publik
yang menjamin hak dan kebebasan warga negara (Amnesty International, 2024).

Melalui akun Instagram mereka, Amnesty International aktif menyuarakan dan
memberitakan kebrutalan para aparat kepolisian, serta turut serta dalam upaya advokasi dan
menuntut pembebasan massa aksi yang masih ditahan. Dalam tingkat nasional, Amnesty
International berkolaborasi dengan beberapa organisasi sipil lokal lain, seperti KontraS,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Imparsial untuk turut
menyuarakan isu ini. Dalam tingkat internasional, Amnesty International berhasil merangkul
World Organisations Against Torture (OMCT), Asian Forum for Human Rights and
Development (FORUM-ASIA), dan Franciscans International. Keempatnya kemudian

bergabung dalam sebuah Joint Statement yang menuntut pemerintah Indonesia untuk segera
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menghentikan kekerasan terhadap demonstrasi di Indonesia (OMCT et al., 2024). Organisasi
sipil internasional lainnya yang turut menyuarakan isu ini bersama dengan Amnesty
International Indonesia adalah Amnesty International Australia. Melalui website dan akun
Instagram mereka, Amnesty International Australia turut mengecam tindakan kekerasan
yang dilakukan terhadap hak-hak sipil di Indonesia, termasuk dalam hal pelaksanaan
demonstrasi.

Setelah melihat permasalahan-permasalahan di atas, peneliti menilai bahwa
permasalahan kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi ini tidak dapat diselesaikan
hanya dengan mengandalkan aktor pemerintah negara. Peran aktor non-negara juga
dibutuhkan untuk turut mengupayakan penghentian kekerasan aparat terhadap para
pendemo. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai peran Amnesty
International dalam upaya advokasi penghentian kekerasan yang dilakukan oleh aparat
kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia, dengan berfokus pada aksi unjuk rasa yang
dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Penelitian ini akan melihat
secara lebih detail bagaimana Amnesty International sebagai organisasi sipil yang
mempunyai jaringan transnasional yang luas mengambil peran dalam membawa isu ini ke
level internasional dengan harapan dapat memberikan lebih banyak tekanan kepada
pemerintah Indonesia untuk segera memberikan perhatian terhadap isu yang sudah lama
diabaikan ini. Sebagai salah satu NGO, Amnesty International tentunya memiliki berbagai
keterbatasan dalam jangkauan upaya yang dapat mereka lakukan, advokasi mengenai isu ini
pun masih tergolong baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperlihatkan upaya-upaya
yang telah dilakukan oleh Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat
kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan kapasitas dan

limitasi mereka.
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Peneliti memilih kurun waktu tersebut dengan pertimbangan banyaknya aksi
unjuk rasa yang terjadi pada masa pergantian pemerintahan, terutama dalam periode kedua
pemerintahan Joko Widodo yang semakin memperburuk keadaan demokrasi nasional di
Indonesia. Hal ini berjalan beriringan dengan kondisi politik yang bergerak semakin
dinamis, mulai dari peralihan pemerintahan, beberapa RUU baru yang akan disahkan, hingga
pandemi covid-19 yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proses demonstrasi.
Selain itu, penggunaan media sosial yang semakin masif dalam kurun waktu lima tahun
terakhir ini turut mengilhami Amnesty International yang semakin aktif dalam
memanfaatkan platform media sosial yang mereka miliki untuk melakukan aktivitas
advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Dalam penelitian ini
khususnya adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian terhadap

demonstrasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu
pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana peran
Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap

demonstrasi di Indonesia tahun 2019-20247?”

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Amnesty International dalam
advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstrasi di Indonesia tahun 2019-

2024.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan kajian studi dalam Ilmu Hubungan Internasional mengenai analisis peran
Amnesty International dalam advokasi anti kekerasan aparat kepolisian terhadap
demonstrasi di Indonesia.

Manfaat Praktis

Bagi Kepolisian RI: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal
untuk memperbaiki cara penanganan massa aksi selama demonstrasi dan mendorong
proses pertanggungjawaban terhadap kekerasan yang sudah dilakukan selama
demonstrasi.

Bagi Amnesty Internasional Indonesia: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai bahan untuk mengevaluasi strategi advokasi yang sudah dilakukan serta
melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan untuk advokasi yang akan dilakukan
di masa mendatang.

Bagi penelitian selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan atau sebuah
langkah awal untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat
tema dan isu yang serupa dengan mengidentifikasi celah-celah penelitian yang masih

perlu dieksplorasi lebih lanjut.
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